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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kelautan dan

perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan,

perlu pembangunan sentra kelautan dan perikanan

terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sentra

kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan

kawasan perbatasan, perlu pedoman umum

pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di

pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan

Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan

Perbatasan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5151);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142);

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P

Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

440);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1178);
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15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 – 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA

KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU

KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan

Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan

Perbatasan merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan program

dan kegiatan secara terintegrasi di setiap lokasi SKPT.

Pasal 2

Pedoman umum SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/20151001/Susi.Pudjiastuti.dari.Jual.Ikan.Hingga.Jadi.Menteri.Perikanan
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